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ABSTRAK  

FILZA NAZMI SANIKA.NPM.1805170090. Analisis Efektivitas Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2020. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Medan. Skripsi 2022.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk 

mengetahui tingakt efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan Asli Daerah 

Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hiburan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Metode 

analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah dokumentasi berupa data target dan 

realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan Kabupaten Deli Serdang 

tahun 2016-2020.  

Hasil penenlitian menunjukan tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan 

pajak hiburan pada tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 

efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan termasuk kriteria tidak 

efektif.   

Kata kunci : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Efektivitas 
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ABSTRACT 

FILZA NAZMI SANIKA.NPM.1805170090. Analysis of the Effectiveness of 

Restaurant Taxes, Hotel Taxes, and Entertainment Taxes in Increasing Deli 

Serdang Regency's Original Regional Revenue in 2016 – 2020. Faculty of 

Economics and Business. North Sumatra Muhammadiyah University. 

Medan. Thesis 2022. 

This study aims to determine the level of effectiveness of the restaurant tax in 

increasing the Regional Original Income of Deli Serdang Regency, to determine 

the effectiveness of the hotel tax on the Regional Original Revenue of Deli 

Serdang Regency, to determine the level of effectiveness of the entertainment tax 

on the Regional Original Income of the Deli Serdang Regency. The data analysis 

method used is descriptive method. The data collection technique used in this 

thesis is documentation in the form of target data and realization of restaurant 

taxes, hotel taxes, and entertainment taxes in Deli Serdang Regency in 2016-2020. 

The results of the study show that the level of effectiveness of the restaurant tax, 

hotel tax, and entertainment tax in 2016 - 2020 fluctuated. In 2020 the 

effectiveness of the restaurant tax, hotel tax, and entertainment tax are included in 

the ineffective criteria. 

Keyword : Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Effectiveness 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang 

menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah 

yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia dibagi atas 

daerahdaerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan 

kewajiban daerah adalah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2014 (Widjaya et al., 2018). Tahun 2007 bisa dibilang sebagai 

momentum kebangkitan ekonomi syariah. situasi tersebut sangat baik dijadikan 

momentum untuk menggerakkan sektor riil dan investasi yang saat ini belum 

bergerak lewat perbankan syariah (Dahrani & Mirhanifah, 2014). 

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi yaitu 

dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahannya. Salah satu 

fungsi dan tujuan dari desentralisasi negara kita adalah untuk menciptakan 

kemandirian daerah otonom, sehingga semakin besar PAD suatu daerah tentunya 

akan semakin baik bagi daerah tersebut. Akan tetapi, dapat dilihat terutama di 

daerah Kabupaten tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak belum seperti 

yang diharapkan. Masih banyak terjadi penghidaran dan kelalaian dalam hal 

membayar pajaknya. Ketidak tertiban tersebut terjadi karena adanya rasa tidak 

ikhlas si wajib pajak untuk membayar pajaknya.  
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Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus 

dipenuhi sebagai warga negara yakni dengan membayar pajak. Pajak adalah 

pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang 

bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat 

imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaranpengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan Siahaan (2010) dalam (Dahrani et al., 2021). Pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari penjelasan diatas 

mengungkapkan bahwa tujuan dari pajak adalah untuk mensejahterakan 

kemakmuran masyarakat Tjahyono dan Husein (2000) dalam (Prayanti et al., 

2014).  

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan 

bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah menyatakan, sumber penerima daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), yaitu :     
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1. Pajak Daerah    

2. Retribusi Daerah    

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan    

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah     

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang hasilnya diperoleh 

dari sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri yang dipungut berdasakan 

peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di negara Indonesia. Peningkatan pendapatan penerimaan suatu daerah 

dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan salah satunya adalah penerimaan 

pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari 

hasil pajak daerah (Charisma et al., 2018) 

Menurut Halim (2004) dalam (Pujihastuti & Tahwin, 2016) Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah 

sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Mardiasmo (2000) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, 

hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah (Islah & Fauzi, 2019). Masalah pendapatan asli daerah 

merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi bantuan pemerintah pusat. 

Menurut Halim (2004) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan 

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Fikri & Mardani, n.d.) 

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah berasal dari retribusi dan 

pajak daerah. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan kas negara. Oleh 
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sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan 

menggali potensi yang ada. Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan 

dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, karena itu 

daerah diberikan wewenang untuk lebih menggali potensi daerahnya masing 

masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Upaya peningkatan 

yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu 

dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali 

sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat 

dipungut pajaknya. Apabila pendapatan asli daerah menunjukan hasil Tren yang 

meningkat dari tahun ke tahun maka  daerah tersebut memiliki sistem keuangan 

yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil (Dahrani & 

Fauziah, 2021). 

Menurut Mardiasmo (2009 ) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Sondang dalam Othenk 

(2008) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. Efektivitas pajak daerah 

sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan 

oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang 

Lawas selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang 

dapat dilihat dari tabel penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan. Pentingnya efektivitas terhadap PAD adalah 

tercapai tidaknya tujuan penerimaan Pajak Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan sehingga berpengaruh pada peningkatan PAD tersebut, jika tujuannya 
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tercapai maka dapat dikatakan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan sebagai salah satu sumber PAD telah berjalan secara efektif. Pajak 

Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang efektif juga berperan besar dalam 

memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah   

Begitu pula halnya di Kabupaten Deli Serdang yang sudah menetapkan 

peraturan daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak daerah guna untuk menggali 

potensi pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah serta membantu 

aparatur pemerintah dalam melakukan tugasnya. Kabupaten Deli Serdang 

mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan 

pembangunan, dengan harapan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mampu 

mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk 

kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Deli Serdang. Jika potensi sumber 

ekonomi di Kabupaten Deli Serdang terus dikembangkan serta ditingkatkan, maka 

akan menambah citra daerah dan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan, karena 

apabila dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan 

kemakmuran (Lestari et al., 2021). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan meningkatkan  pendapatan asli 

daerah melalui sektor pajak daerah. Optimalisasi laporan keuangan tentu tidak 

terlepas dari bagimana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien, 

sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja dan peningkatan 

daya saing usaha (Dahrani et al., 2022). Bagi perusahaan laporan keuangan 

merupakan mekanisme yang penting bagi manager untuk berkomunikasi dengan 
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investor luar. Laporan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan (Basri & 

Dahrani, 2017). 

Jenis-jenis pajak daerah yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang dan Realisasi pajak daerah pada tahun 2020 yaitu, Pajak Bea Balik 

Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan sebesar Rp 218.327.632.652 (34,66%);  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 196.957.529.508 (31,27%); Pajak  

Penerangan Jalan sebesar Rp 172.394.738.790 (27,37%); Pajak Restoran sebesar 

Rp 18.500.845.680 (2.94%); Pajak Reklame sebesar Rp 6.881.984.169 (1,09%); 

Pajak Air dan Tanah sebesar Rp 6.020.145.525 (0,96%); Pajak Parkir sebesar Rp  

4.982.667.354 (0,79%); Pajak Hotel sebesar Rp 3.143.851.937 (0,50%); Pajak  

Hiburan sebesar Rp 1.728.960.967 (0,27%); Pajak Mineral Bukan Logam & 

Bantuan sebesar Rp 972.786.605 (0,15%); dan Pajak Sarang Burung Walet 

sebesar Rp 12.600.000 (0,00%).    

Pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah 

yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya 

adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata 

dalam kebijakan pembangunan daerah. Berikut ini data realisasi dan target 

penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan beserta data penerimaan 

pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

dalam kurun waktu 5 tahun.     

Tabel 1. 1 

 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran, Beserta   

Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang   

Tahun   Target   Realisasi   %   PAD   

2016   14.000.000.000,00   17.626.828.769,32   125,91%   430.352.539.257,55   

2017   21.000.000.000,00   22.356.815.491,76   106.46%   553.609.926.932,03   
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2018   29.000.000.000,00   27.672.026.964,86   95,42%   558.329.646.590,97   

2019   38.000.000.000,00   30.786.202.584,13   81,02%   652.563.165.770,79   

2020   35.275.000.000,00   18.500.845.680,13   52,45%   596.327.687.344,77   

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Guna & Sebagian, n.d.) 

Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak hotel beserta data 

penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang 

Tabel 1. 2 

Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel, Beserta Penerimaan  

PAD Kabupaten Deli Serdang  

Tahun   Target   Realisasi   %   PAD   

2016   2.000.000.000,00   1.955.295.541,18   97,76%   430.352.539.257,55   

2017   2.500.000.000,00   2.732.104.583,24   109,28%   553.609.926.932,03   

2018   4.500.000.000,00   5.896.302.010,88   131,03%   558.329.646.590,97   

2019   7.000.000.000,00   6.578.001.985,20   93,97%   652.563.165.770,79   

2020   7.225.000.000,00   3.143.851.937,00   43,51%   596.327.687.344,77   

 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Guna & Sebagian, n.d. 

 

Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak hiburan beserta data 

penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang 

Tabel 1. 3  

 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan, Beserta  

Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang   

Tahun   Target   Realisasi   %   PAD   

2016   900.000.000,00   951.263.653,28   105,70%   430.352.539.257,55   

2017   1.500.000.000,00   1.525.251.698,50   101,68%   553.609.926.932,03   

2018   3.000.000.000,00   2.184.890.157,22   72,83%%   558.329.646.590,97   
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2019   3.000.000.000,00   3.982.072.635,00   132,74%   652.563.165.770,79   

2020   2.957.000.000,00   1.728.960.967,00   58,12%   596.327.687.344,77   

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang   

Menurut Abdul Halim (2007) dalam (Dalimunthe, 2017) bahwa “Kemampuan 

daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 

mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas 

berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik”.   

Jika potensi dan realisasi dari ketiga pajak tersebut dapat dieksekusi dengan 

baik sehingga dapat terserap secara maksimal, maka akan berdampak pada 

efektifitas pemungutan ketiga pajak tersebut. Dampak nya ialah efektifitas akan 

meningkat sehingga juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebagai sumber pembiayaan daerah dalam kemandiriannya melaksanakan 

otonomi daerah. Hasil dari upaya memaksimalkan potensi dan merealisasikan 

target pajak sehingga mendapatkan efektivitas yang maksimal merupakan tolak 

ukur keberhasilan atau kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan dan 

pemungutan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. 

Adapun alasan penulis tertarik memilih judul “ Analisis Efektivitas Pajak 

Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 - 2020 “ yaitu 

dilihat fenomena masalah dari data yang bersumber dari Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang pada pajak restoran pada tahun 2018 sampai 

dengan 2020 tidak pernah mencapai target setiap tahunnya, begitu juga pajak hotel 

dan pajak hiburan tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah 

Kabupaten Deli serdang.      
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1.2 Identifikasi Masalah     

1. Terjadinya penurunan dan tidak pernah tercapainya target dengan realisasi 

Pajak Restoran pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.   

2. Tidak tercapainya target dan terjadinya penurunan dengan realisasi Pajak 

Hotel pada tahun 2016, tahun 2019, dan 2020.   

3. Terjadinya penurunan dan tidak tercapainya target dengan realisasi 

penerimaan Pajak Hiburan pada 2018 dan 2020.   

1.3 Rumusan Masalah     

Bagaimana efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan 

dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang?    

1.4 Tujuan Penelitian     

Untuk mengetahui efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak  

Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli   

Serdang   

1.5 Manfaat Penelitian     

1. Bagi Peneliti    

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

bangku kuliah dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai 

analisis efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah.      

2. Bagi Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Sebagai 

bahan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerjanya.    

3. Bagi Peneliti Lain     
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Untuk menambah wawasan dan infomasi mengenai analisis efektivitas 

pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain 

yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.     
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori    

2.1.1 Pajak    

2.1.1.1 Pengertian Pajak     

Pajak berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan 

ketiga undang – undang  nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

(Widjaya et al., 2018). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam  (Bahmid 

& Wahyudi, 2018) menyatakan “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut S.J Djajadiningrat, dalam (Maha, 

2021) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 

kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara 

umum”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsurunsur Mardiasmo (2016) dalam (Lisa, 2020):   
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a. Iuran rakyat kepada negara, yaitu  yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan  

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 

pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.      

2.1.1.2 Fungsi Pajak     

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. 

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan 

fungsi regularend (pengatur) (Hafsah & Loka, 2021).  

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak adalah salah satu sumber 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di 

tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan  berbagai jenis pajak. Seperti Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.  

2. Fungsi regularend (pengatur)       

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 
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serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa 

contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah Resmi (2017) dalam 

(Lisa, 2020):     

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang  mewah. Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif 

pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. 

Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk 

mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). 

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak 

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar 

pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan. 

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa negara.  

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu 

seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain,  

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut 

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan  

kesehatan). 

e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan 

untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 

f. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar 

menanamkan modalnya di Indonesia.     
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2.1.1.3 Pengelompokan Pajak     

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok (Lubis, 2017):  

1) Menurut Golongannya      

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : 

Pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.      

2) Menurut Sifatnya      

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh 

: Pajak Penghasilan  

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah   

3) Menurut lembaga pemungutannya   

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 

Materai.   

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri  

atas:      

1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan PPBKB. 
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2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Restorant.     

2.1.1.4 Tarif Pajak     

Ada 4 macam tarif pajak Mardiasmo (2009)  dalam (Memah, 2015):  

1) Tarif sebanding/proporsional 

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap beberapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan barang kena 

pajak dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 

10%.      

2) Tarif Tetap      

Tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif  

Bea Materai untuk Cek dan Bilyet Giro dengan nilai nominal berapapun 

adalah Rp 1.000,00.      

3) Tarif Progresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan 

pajak semakin besar.      

4) Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar.     
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2.2 Pajak Daerah   

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah     

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : “ Pajak daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran 

rakyat” (Hanum, 2021). Pajak daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan 

perundangundangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut Adisasmita (2011) dalam (Bahmid & Wahyudi, 2018) pajak daerah 

adalah:“Kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan 

kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.” 

Menurut Mardiasmo (2016) dalam (Yulia, 2020) pendapatan asli daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi derah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Sedangkan menurut Bahmid & Wahyudi (2018) dalam (Dahrani & Ramadhan, 

2021) pajak daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan 

sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu 

sanksi atau hokum.    
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2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah     

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa  system 

pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah :       

1. Sitem pemungutan pajak daerah. Pemungutan Pajak Daerah ini menggunakan 

tiga sistem pemungutan pajak yaitu dipungut Pajak Daerah, dibayar sendiri 

oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah. 

2. Pemungutan pajak daerah dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam 

proses pemungutan pajak sepertipercetakan formulir perpajakan, pengiriman 

surat-surat kepada wajib pajak, penghimpunan data objek dan subjek pajak. 

3. Untuk wajib pajak sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang 

dibayar sendiri oleh wajib pajakdiantaranya: diterbitkan Surat Tagihan Pajak  

Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.    

2.2.3 Jenis - Jenis Pajak Daerah     

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 

tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :      

1. Pajak Provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air; pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor (PBBKB); pajak pengambilan dan pemanfaatan air 

bawah tanah; dan pajak rokok. 

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; 

pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan 

batuan; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan pedesaan atau 

perkotaan; dan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.      
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2.2.4 Tarif Pajak   

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk jenis pajak daerah 

untuk provinsi ditetapkan sebagai berikut :       

1. Pajak Kendaraan Bermotor       

a. Untuk  kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2% 

b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling 

tinggi 10%. 

c. Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% dan 

paling tinggi 1%. 

d. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.       

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    

Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya 

sebesar 1%. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi 

untuk :       

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%; 

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%;  
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d. Pajak Air Permukaan, tarif setinggi-tingginya 10% 

e. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.       

Sedangkan untuk tiap jenis pajak daerah untuk kota/kabupaten ditetapkan tarif 

pajak sebagai berikut :       

a. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10% ;  

b. Pajak Restoran setinggi-tingginya 10% ;  

c. Pajak Hiburan setinggi-tingginya 35%; kecuali untuk hiburan berupa 

pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, 

permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak Hiburan 

dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%; dan hiburan kesenian 

rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%; 

d. Pajak Reklame 25%;  

e. Pajak Penerangan Jalan 10%; penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh 

indrustri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan 

paling tinggi sebesar 3% ; dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan 

sendiri tarifnya paling tinggi sebesar 1,5%; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif setinggi-tingginya 25%; 

g. Pajak Parkir tarif setinggi-tingginya 30%.     

2.3 Pajak Restoran   

2.3.1 Pengertian Pajak Restoran     

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Sofwan et al., 2021). Warung dimasukkan 
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dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke 

bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar. Hal ini 

terbukti dari tingkat ekonomi para pengusaha warung yang cukup besar. Istilah 

warung lebih dikenal dengan warteg (warung tegal)  adalah salah satu jenis 

restoran, sehingga pajak atas pengenaan warteg oleh pemerintah daerah setempat 

ini lebih dikenal sebagai pajak warteg oleh masyarakat umum, walaupun pada 

hakikatnya warteg hanyalah salah satu objek yang terliputi dalam peraturan 

tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran 

dijelaskan dalam pasal 37 sampai 41. Menurut Siahaan (2010, 328) dalam 

(Lisa,2020) ada beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam pajak restoran, 

yaitu:     

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencangkup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.  Pengusaha restoran 

adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan 

perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. 

2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 

imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada 

pemilik rumah makan. 

3. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti 

pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan 

pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.       
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2.3.2 Objek Pajak Restoran     

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain (Anggoro, 2017).   

2.3.3 Bukan Objek Pajak Restoran     

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 

restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan 

dengan  peraturan  daerah. Misalnya nilai penjualan tidak melebihi Rp5.000.000 

per bulan merupakan nilai akumulasi atas pendapatan restoran dimaksud selama 

satu bulan atau nilai penjualan tidak melebihi Rp 60.000.000 per tahun (Anggoro, 

2017).    

2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran     

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan 

dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan demikian, pada pajak 

restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang 

membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang 

membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan 

untuk memungut pajak dari konsumen (subjek  pajak)  dan melaksanakan 

kewajiban perpajakan lainnya Purwomartani (2014) dalam (Lisa, 2020).      



22 

 

 

 

2.4 Pajak Hotel   

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel     

Menurut Siahaan (2010) dalam (Abdullah & Puspita, n.d.)  menyatakan “Pajak 

Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”.Pajak hotel adalah 

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Lubis, 2017). Hotel adalah 

fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, motel, gubuk pariwisata, 

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah 

kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Pajak Hotel diatur dalam Pasal 32 sampai 36. Ada beberapa 

terminologi yang perlu diketahui dalam pajak hotel (Anggoro, 2017):    

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan 

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan 

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran. 

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun 

beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk 

umum. 

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang 

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang 

penginapan. 

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 

imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada 

pemilik hotel.     
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Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti 

pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran 

atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang 

lainnya kepada subjek pajak.   

2.4.2 Objek Pajak Hotel     

Objek Pajak Hotel Menurut Siahaan (2009: 301-303) dalam (Prayanti et al., 

2014) menyatakan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan 

oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 

hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan.Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas 

telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan 

fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.     

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian 

rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau 

lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas 

penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata 

(cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggahan (hostel), losmen, dan rumah 

penginapan. 

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasiltas penginapan atau tempat 

tingal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. 

Pelayanan penunjang, antara lain, telepon, faksimile, teleks, fotokopi, 

pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau 

dikelola hotel. 
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3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan 

untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran 

(fitness center), kolam renang, tenis, golf, karoke, pub, diskotik, yang 

disediakan atau dikelola hotel. 

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.       

2.4.3 Bukan Objek Pajak Hotel     

Pada pajak hotel yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah (Anggoro, 

2017):   

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah. 

2. Jasa sewa apartemen, kondonidium dan sejenisnya. 

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.  

4. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, 

dan panti sosial lainnya yang sejenis. 

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel 

yang dapat dimanfaatkan oleh umum.       

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel     

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang 

menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel, 

sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan 

perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk 
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di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan 

yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang Siahaan 

(2009) dalam (Prayanti et al., 2014).  

2.5 Pajak Hiburan   

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan      

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 

Tahun 2009 Pasal (1), menyatakan “ Pajak hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan  pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”       

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan       

Dasar hukum Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang yaitu :      

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah. 

3. Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 686 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Hiburan.     

2.5.3 Objek Pajak Hiburan      

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:     

1. Tontonan film;     

2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;     

3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;   

4. Pameran;   
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5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;     

6. Sirkus, akrobat, dan sulap;     

7. Permainan bilyar, golf, dan boling;    

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); 

10. Pertandingan olahraga.     

2.5.4 Subjek Pajak Hiburan      

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 

Tahun 2009 Pasal 45 menyatakan bahwa subjek pajak hiburan adalah orang 

pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan 

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.       

2.5.5 Tarif Pajak Hiburan      

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 

Tahun 2009 Pasal 45 menyatakan bahwa tarif pajak hiburan antara lain :       

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen). 

2. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, 

karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, 

tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh 

lima persen). 

3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).  

4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.      
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Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan 

adalah sebagai berikut:   

Pajak Terutang = Tarif  Pajak x Dasar Pengenaan Pajak   

2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)   

2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah     

Menurut Halim (2004) dalam (Abdullah & Siregar, 2016) Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sari (2014) dalam 

(Maha, 2021), “ PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peratuan daerah sesuaidengan peraturan 

perundangundangan, PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan 

kemadirian suatu daerah ”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

: “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi ”. Dari 

beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

merupakan penerimaan/pemasukan daerah yang sumbernya berasal dari daerah 

itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah 

beserta jajarannya dan telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku’      
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2.6.2 Sumber – Sumber PAD   

Berikut beberapa jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipisahkan menjadi 

beberapa jenis sesuai Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai 

berikut:      

1. Pajak Daerah      

Pajak daerah merupakan jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari iuran 

wajib seseorang atau badan kepada daerah. Semakin banyak pembangunan 

yang dilakukan oleh suatu daerah maka nilai pajak yang didapat daerah tersebut 

tentunya akan meningkat pula. Hal ini tentu saja sebelumnya dibarengi oleh 

daya beli masyarakatnya karena pendapatan masyarakatnya yang tinggi 

sehingga pembangunan yang seimbang antara pendapatan masyarakat dan 

daya beli dapat berjalan selaras. Dan pemasukan pajak secara otomatis juga 

meningkat. Contoh pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah pajak restoran, 

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian 

bahan galian golongan C, dan pajak parkir.      

2. Retribusi Daerah     

Pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut. Hal ini 

terdapat dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis 

pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan  retribusi daerah. Hal ini 

dapat dirinci menjadi :       

a. Pajak provinsi 

Pajak provinsi merupakan pemasukan propinsi dari pajak kendaraan di 

atas air maupun pajak kendaraan bermotor. Juga dalam hal ini termasuk 

biaya balik nama suatu kendaraan diatas air maupun kendaraan bermotor 
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lainnya. Pajak pemanfaatan atas air dibawah tanah juga air permukaan. 

Pemerintah berupaya menaikkan pemasukan daerah juga melalui pajak 

yang diberlakukan atas bahan bakar suatu kendaraan bermotor.      

b. Pajak dari kabupaten   

Pajak pemasukan dari kabupaten ini berasal dari berbagai sektor 

pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah tersebut seperti pajak yang 

bersumber dari hotel, tempat hiburan, pajak restoran, pajak dari 

periklanan, pajak atas penerangan jalan maupun pajak dari pengambilan 

bahan galian bergolongan C. Tak luput juga pendapatan daerah tersebut 

bersumber dari pajak parkir yang dimanfaatkan dari setiap lahan parkir 

restoran, tempat hiburan dan fasilitas daerah lainnya.     

c. Pemasukan daerah dari retribusi      

Retribusi juga merupakan pemasukan asli daerah yang didapat dari 

beberapa segi seperti hal nya retribusi akan jasa pelayanan umum, retribusi 

jasa akan usaha serta juga retribusi suatu perizinan usaha tertentu. Dapat 

dibayangkan jika banyaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah 

maka retribusi yang masuk ke kas daerah juga akan semakin banyak dan 

dapat dimanfaatkan pada sektor  pengembangan fasilitas umum dan 

kepentingan umum lainnya.      

3. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah Dalam 

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis kekayaan daerah yang dipisahkan 

dirinci sebagai berikut:      

a. Bagian laba dari perusahaan daerah. 

b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank.   
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c. Bagian  laba  atas  milik 

daerah/BUMD.   

penyertaan   modal  pada  perusahaan  

d. Bagian   laba   atas   penyertaan   modal  pada  perusahaan  

milik negara/BUMN.   

e. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat.      

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah      

Sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi pemasukan pendapatan daerah 

lainnya adalah bersumber dari pendapatan lainnya yang sah, yaitu sebagai berikut:      

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahka   

b. Jasa giro  

c. Pendapatan Bunga  

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing   

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau 

pengadaan barang dan jasa oleh daerah Kontribusi sektor pariwisata terhadap 

pendapatan daerah.   

2.7 Efektivitas   

Setiap organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi non publik pasti 

memiliki suatu visi dan misi, dimana setiap visi dan misi tersebut digunakan 

sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Mahmudi (2010) dalam 

(Dalimunthe, 2017) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara 

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila 

proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar 

output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, 

https://www.pengadaan.web.id/2019/04/penyertaan-modal-negara-pmn.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/04/penyertaan-modal-negara-pmn.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/04/penyertaan-modal-negara-pmn.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/04/penyertaan-modal-negara-pmn.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bumn-adalah.html
http://www.pengadaan.web.id/
http://www.pengadaan.web.id/
http://www.pengadaan.web.id/
http://www.pengadaan.web.id/
http://www.pengadaan.web.id/
http://www.pengadaan.web.id/
http://www.pengadaan.web.id/
http://www.pengadaan.web.id/
http://www.pengadaan.web.id/
http://www.pengadaan.web.id/
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maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, rumus dapat digunakan 

sebagai berikut:    

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
Realisasi Pajak Daerah x 100%

Target Pajak Daerah
 (Dalimunthe, 2017)  

 Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan 

menggunakan formula efektivitas adalah klasifkasi pengukuran efektivitas, 

berikut klasifikasi pengukuran efektivas  

Tabel 2. 1   Klasifikasi Pengukuran Efektivitas   

Persentase   Kriteria   

>100%   Sangat efektif   

90-100%   Efektif   

80-90%   Cukup efektif   

60-80%   Kurang efektif   

<60%   Tidak efektif   

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.320 Tahun 1996 dalam (Dalimunthe, 2017).   

   

Berdasarkan Tabel 2.1 Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas, dengan 

menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya yaitu  apabila kurang dari 

60% maka termasuk dalam kategori tidak efektif, 60-80% termasuk dalam 

kategori kurang efektif, 80-90% termasuk dalam kategori cukup efektif, 90-100% 

termasuk dalam kategori efektif, dan lebih dari 100% termasuk dalam kategori 

sangat efektif.    

2.8 Penelitian Terdahulu   

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :     
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Tabel 2. 2 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian (Tahun)  Judul Penelitian  Metode  

Penelitian  

Hasil Penelitian  

Dalimunthe  

(2017)   

   

Suvina 

Mahyuni   

  

ANALISIS  

EFEKTIVITAS DAN  

KONTRIBUSI  

PENERIMAAN  PAJAK 

HOTEL  DAN PAJAK  

HIBURAN DALAM 

MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH(PAD)  

KABUPATEN 

PADANG LAWAS   

   

Metode yang 

digunakan adalah  

metode deskriptif   

Efektivitas penerimaan 

Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan mengalami 

fluktuasi dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 

2016. Pada tahun 2012 

sampai dengan tahun 

2016 efektivitas Pajak 

Hotel dan Pajak  Hiburan 

termasuk  kriteria tidak 

efektif dan kontribusi 

penerimaan Pajak Hotel 

dan Pajak Hiburan 

terhadap  Pendapatan Asli 

Daerah yang diperoleh 

setiap tahunnya masih 

dibawah 10%.   

Devi  Tri  Puspita  

(2016)   

ANALISIS   

EFEKTIVITAS   

PENERIMAAN   

PAJAK   

RESTORAN,   

PAJAK HOTEL,   

DAN PAJAK   

PENERANGAN    

JALAN DALAM   

MENINGKATKAN   

PENDAPATAN   

ASLI DAERAH   

KOTA DEPOK   

Metode yang 

digunakan adalah  

metode deskriptif   

Tingkat efektivitas   

Pajak Restoran, Pajak   

Hotel,  dan  Pajak  

Penerangan Jalan selama 

periode tahun   

2012 – 2014 Kota Depok 

tergolong sangat efektif 

dan kontribusi masing 

masing pajak daerah yang 

dibahas ialah, Pajak  

Restoran dengan nilai rata 

rata kontribusi 6,67%,  

Pajak Hotel dengan   
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Siti Fauziah (2021)   ANALISIS   

EFEKTIVITAS   

DAN   

KONTRIBUSI   

PAJAK   

RESTORAN   

PAJAK HIBURAN   

DAN PAJAK   

PARKIR DALAM   

MENINGKATKAN   

PENDAPATAN   

ASLI DAERAH   

KECAMATAN   

HAMPARAN   

PERAK   

Metode yang 

digunakan adalah 

metode deskriptif   

 Efektivitas penerimaan  

Pajak Restoran, Pajak   

Hiburan, dan Pajak Parkir 

tahun 2016 sampai tahun 

2020 dalam kriteria sangat 

efektif dan kontribusinya 

dalam kriteria sangat 

berkontribusi.   

  

   

Tabel 2. 3 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Penelitian (Tahun)   Judul Penelitian   Perbedaan   Persamaan   

Suvina Mahyuni 

Dalimunthe   

(2017)   

   

  ANALISIS   

EFEKTIVITAS   

DAN   

KONTRIBUSI   

PENERIMAAN   

PAJAK HOTEL   

DAN PAJAK   

HIBURAN   

DALAM   

MENINGKATKAN   

PENDAPATAN  ASLI  

DAERAH (PAD)   

KABUPATEN   

PADANG LAWAS   

  

Waktu dan lokasi  

penelitian berbeda, 

perbedaan tujuan 

penelitian antara 

kontribusi penerimaan 

dengan potensi 

penerimaan, dan tidak 

ada membahas pajak 

restoran pada  

penelitian ini  

Metode penelitian yang 

digunakan sama, dan 

kesamaan 

 bahasan berupa 

 efektivitas 

pajak hotel dan pajak 

hiburan    
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Devi  Tri  Puspita  

(2016)   

ANALISIS   

EFEKTIVITAS   

PENERIMAAN   

PAJAK   

RESTORAN,   

PAJAK HOTEL,   

DAN PAJAK   

PENERANGAN    

JALAN DALAM   

MENINGKATKAN   

PENDAPATAN  

ASLI DAERAH   

KOTA DEPOK   

Waktu dan lokasi 

penelitian berbeda, 

dan tidak   

ada membahas 

potensi penerimaan 

pajak dalam 

penelitian ini dan 

perbedaan satu jenis 

pajak yaitu Pajak 

Penerangan Jalan dan  

Pajak Hiburan   

Metode penelitian 

yang digunakan sama, 

dan kesamaan bahasan 

berupa efektivitas  

Pajak Hotel dan   

Pajak Restoran   

Siti Fauziah (2021)   ANALISIS   

EFEKTIVITAS   

DAN   

KONTRIBUSI   

PAJAK   

RESTORAN   

PAJAK HIBURAN   

DAN PAJAK   

PARKIR DALAM   

MENINGKATKAN   

PENDAPATAN   

ASLI DAERAH   

KECAMATAN   

HAMPARAN   

PERAK   

Lokasi penelitian 

berbeda, perbedaan 

tujuan penelitian 

antara kontribusi 

penerimaan dengan 

potensi penerimaan, 

dan perbedaan pajak 

yang dibahas yaitu 

Pajak Parkir dengan  

Pajak   

Hotel   

Metode penelitian yang 

digunakan sama, dan 

kesamaan bahasan 

berupa efektivitas  

Pajak Restoran dan   

Pajak Hiburan   

   

 2.1   Kerangka Berpikir   

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis tingkat efektivitas penerimaan 

Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan tahun 2016 – 2020 Kabupaten 

Deli Serdang. Efektivitas berdasarkan realisasi yang dilakukan dalam penerimaan 

ketiga pajak tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.   
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 
      

Pajak Daerah       

Pendapatan Asli Daerah       

Bapenda       

Pajak Restoran, Pajak Hotel, 

dan Pajak Hiburan 
  

      

      

Efektivitas       

Realisasi     Target     



36 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian   

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan 

dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berupa data-data jumlah target dan 

realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan serta Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sehingga 

dapat memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta 

membandingkan dengan teori yang ada. Menurut Sugiyono (2005) menyatakan 

bahwa metode deskriptif  adalah suatu metode yang digunakan menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas.    

3.2 Definisi Operasional   

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian 

diukur. Adapun defenisi operasional penelitian ini adalah laporan penjelasan 

mengenai analisis efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Deli Serdang. Efektivitas 

Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Asli Daerah 

merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif 

pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, pajak daerah 

memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan  asli daerah, defenisi 

dari penelitian tersebut adalah :    
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1. Efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah 

kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. 

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil 

yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output 

dengan tujuan. Berikut dapat dilihat rumus perhitungan efektivitas dibawah ini 

:    

 Efektivitas : 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛    𝑥 100%   

 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛   

Efektivitas : 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙     
𝑥 100%   

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛  

   

2. Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima 

atau yang seharusnya diterima Restoran. Pajak Hotel merupakan pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah 

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Pajak hiburan 

merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan baik yang 

didirikan oleh wajib pajak pribadi/ badan dipungut berdasarkan peraturan 

daerah yang telah ditetapkan.      

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙   

Efektivitas : 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛    𝑥 100%   
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Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai 

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.      

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian     

Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek dan 

karakteristik terdapat pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah  

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kabupaten   

Deli Serdang selama 5 tahun mulai dari tahun 2016-2020    

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian      

3.4.1 Tempat Penelitian     

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman 

Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Alasan memilih lokasi 

penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Deli serdang merupakan 

Kabupaten dengan jumlah penduduk paling tinggi setelah Kota Medan di Provinsi 

Sumatera utara. Dan juga banyakknya tempat-tempat wisata hiburan yang 

terdapat di Kabupaten Deli Serdang sehingga banyak juga yang mempromosikan  

usahausaha mereka.     

3.4.2 Waktu Penelitain     

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2021. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :     
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Tabel 3.1  

Waktu Penelitian   

  

Tahapan  

Penelitian  

  

 Waktu Penelitian 2022        

Des  Jan  Feb  Mar   Apr    Mei   

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Pengajuan 

Judul  
   

  

   

                                        

Pra riset                                                  

Penyusunan  

Proposal  

           

   
     

   
                          

Seminar 

Proposal  
                                                

Penulisan 

Skripsi 
                              

   
   

   
          

Bimbingan  

Skripsi  

                                            

  

  

Sidang Meja  

Hijau  

                                                

   

3.5 Jenis dan Sumber Data       

3.5.1 Jenis Data     

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik.Data 

kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data yang dapat diukur dan dihitung berupa 

besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan   

Kabupaten Deli Serdang     
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3.5.2 Sumber Data     

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer merupakan 

data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti.  Data primer dalam penelitian 

ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkaan dengan melaukan penelitian 

secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.      

3.6 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang harus dilakukan untuk 

memperoleh suatu data melalui proses dengan ketentuan-ketentuan yang ada. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu 

dilakukan dengan cara mempelajari, mengkalsifikasi, mengidentifikasi dan 

megumpulkan data dari setiap variabel melalui internet, jurnal, dan juga 

mengumpulkan dokumen-dokumen serta laporan yang berkaitan dengan pajak 

restoran, pajak hotel dan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Deli Serdang.     

3.7 Teknik Analisis Data   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu 

suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada, 

kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang 

sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis kuantitatif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan 

hasil penelitian yang didasarkan antara lain:    

1) Menganalisis efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang.    
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2) Menganalisis realisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan Dalam Meningkatkan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. Menurut Halim, seperti dikutip oleh Abdul Halim, 

2004 dalam (Dalimunthe, 2017). Untuk mengukur efektifitas yang terkait 

dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan 

antara realisasi dengan target Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan.    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian   

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan 

Jendral Sudirman No 2 Lubuk Pakam. Sebelum Perang Dunia II atau tegasnya 

sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 agustus 1945 

Kabupaten Deli Sedang adalah merupakan daerah Kesultanan Deli dan Serdang.    

Kesultanan Deli berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang 

berkedudukan di Perbaungan. Kedua wilayah tersebut dalam masa penjajahan 

adalah merupakan Karesidenan Sumatera Timur sejak Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia, kekuasaan kesultanan berakhir dan struktur pemerintah disesuaikan 

dengan pemerintah Indonesia dan kesultanan Deli dan Serdang dijadikan daerah 

Kabupaten Deli Serdang.   

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang memungut tujuh (7) 

Mata Pajak PAD yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak 

reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung walet.     

4.1.1 Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan   

Tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan Kabupaten 

deli serdang dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan pajak 

restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dengan Target pajak restoran, pajak hotel 

dan pajak hiburan dikali 100%. Apabila perhitungan Efektivitas pajak restoran, 

pajak hotel, dan pajak hiburan menghasilkan persentase 100 % berarti efektif, jika 

persentase dibawah 100% berarti tidak efektif. Untuk mengetahui efektivitas  
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pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan tahun 2016 sampai dengan tahun 

2020 adalah sebagai berikut :    

Tabel 4. 1 
Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang   

Tahun 2016-2020   

Tahun   Target   Realisasi   %   Keterangan   

2016   14.000.000.000,00   17.626.828.769,32   125,91%   Sangat efektif   

2017   21.000.000.000,00   22.356.815.491,76   106.46%   Sangat efektif   

2018   29.000.000.000,00   27.672.026.964,86   95,42%   Efektif   

2019   38.000.000.000,00   30.786.202.584,13   81,02%   Cukup efektif   

2020   35.275.000.000,00   18.500.845.680,13   52,45%   Tidak efektif   

Sumber : Data Diolah   

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran tahun 

2016 sampai 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tahun 2016 dan 2017 

realisasi efektivitas pajak restoran meningkat.Tahun 2018, 2019, dan 2020 

realisasi efektivitas pajak restoran menurun setiap tahunnya.   

Tabel 4. 2 
Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang  

Tahun 2016-2020   

Tahun   Target   Realisasi   %   Keterangan   

2016   2.000.000.000,00   1.955.295.541,18   97,76%   Efektif   

2017   2.500.000.000,00   2.732.104.583,24   109,28%   Sangat efektif   

2018   4.500.000.000,00   5.896.302.010,88   131,03%   Sangat Efektif   

2019   7.000.000.000,00   6.578.001.985,20   93,97%   Efektif   

2020   7.225.000.000,00   3.143.851.937,00   43,51%   Tidak efektif   

Sumber : Data Diolah   

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel tahun 

2016 sampai 2020 mengalami penurunan. Di tahun 2016, 2018 dan 2017 realisasi 
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efektivitas pajak restoran meningkat.Tahun 2019, dan 2020 realisasi efektivitas 

pajak restoran menurun setiap tahunnya.   

Tabel 4. 3 
Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Deli Serdang   

Tahun 2016-2020   

Tahun   Target   Realisasi   %   Keterangan   

2016   900.000.000,00   951.263.653,28   105,70%   Sangat efektif   

2017   1.500.000.000,00   1.525.251.698,50   101,68%   Sangat efektif   

2018   3.000.000.000,00   2.184.890.157,22   72,83%%   Kurang efektif   

2019   3.000.000.000,00   3.982.072.635,00   132,74%   Sangat efektif   

2020   2.957.000.000,00   1.728.960.967,00   58,12%   Tidak efektif   

Sumber : Data Diolah   

Berdasarkan dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan 

mengalami naik turun  dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 dan 

2017 realisasi efektivitas pajak hiburan sudah melebihi target efektivitas yang di 

tentukan. Tahun 2018 realisasi efektivitas pajak hiburan mengalami penurunan 

dan tahun 2019 realisasi efektivitas pajak hiburan kembali mengalami kenaikan 

dan melebihi target efektivitas yang telah ditentukan. tahun 2020 realisasi 

efektivitas pajak hiburan kembali mengalami penurunan.     
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4.2 Pembahasan   

4.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak 

Hiburan dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli 

Serdang  Adalah Sebagai Berikut   

- Efektivitas Pajak Restoran   

Dari hasil perhitunggan diatas pada tabel 3.1 dengan mengacu pada rumus 

dari (Dalimunthe, 2017),  dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak 

restoran pada tahun 2016 adalah sebesar 125,90% dengan kreteria sangat 

efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 106,46%, dengan kreteria 

sangat  efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesara 95,42%, dengan 

kreteria efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 83,20%, dengan 

kreteria cukup efektif. Dan di tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 

52,44%, dengan kreteria tidak efektif.     

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran pada 

tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 dan 2017 

efektivitas pajak restoran termasuk kreteria sangat efektif, dalam hal ini 

dapat dikatakan sangat efektif yaitu  berhasilnya suatu organisasi pajak 

restoran dalam mencapai tujuannya dan interprestasi kreteria melebihi dari 

100%. Tahun 2018 pajak restoran termasuk kedalam kreteria efektif, dapat 

di katakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak restoran hasil dan 

target sesuai yang telah diharapkan dan interprestasi kreteria mencapai 

90100%. Tahun 2019 termasuk dalam kreteria cukup efektif, hal ini dapat 

dikatakan cukup efektif yaitu masih mencukupi hasil dan target dalam 

pencapaian pajak restoran dan  interprestasi kreteria mencapai 80-90%. 
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Tahun 2020 efektivitas pajak restoran termasuk kedalam kreteria tidak 

efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak efektif yaitu suatu tujuan dalam 

pencapaian pajak restoran tidak mencukupi target dan hasil yang 

diharapkan dan interprestasi kreteria hanya mencapai 60%.   

- Efektivitas Pajak Hotel   

Dari hasil perhitunggan diatas pada tabel 3.2 dengan mengacu pada rumus 

dari (Dalimunthe, 2017) dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak 

hotel pada tahun 2016 adalah sebesar 97,76% dengan kreteria efektif. Tahun 

2017 tingkat efektivitas sebesar 109,28%, dengan kreteria sangat  efektif. 

Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesara 131,03%, dengan sangat efektif. 

Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 93,97%, dengan kreteria efektif. Dan 

di tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 43,51%, dengan  kreteria tidak 

efektif.     

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel pada 

tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016  

efektivitas pajak hotel termasuk kreteria efektif. dapat di katakan efektif 

yaitu tujuan dalam pencapaian pajak hotel hasil dan target sesuai yang telah 

diharapkan dan interprestasi kreteria mencapai 90-100%.  Tahun 2017 dan 

2018 efektivitas pajak hotel termasuk kreteria sangat efektif. Dalam hal ini 

dapat dikatakan sangat efektif yaitu  berhasilnya suatu organisasi pajak 

hotel dalam mencapai tujuannya dan interprestasi kreteria melebihi dari 

100%. Tahun 2019 pajak hotel termasuk kedalam kreteria efektif, dapat di 

katakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak hotel hasil dan target 

sesuai yang telah diharapkan dan interprestasi kreteria mencapai 90-100%. 
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Tahun 2020 efektivitas pajak hotel termasuk kedalam kreteria tidak efektif. 

Dalam hal ini dapat dikatakan tidak efektif yaitu suatu tujuan dalam 

pencapaian pajak hotel tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan 

dan interprestasi kreteria hanya mencapai 60%.   

- Efektivitas Pajak Hiburan   

Dari hasil perhitungan pada tabel 3.3 dengan mengacu pada rumus dari 

(Dalimunthe, 2017) dapat dilihat bahwa efektivitas  pajak hiburan pada 

tahun 2016 adalah sebesar 105,69%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun  

2017 tingkat efektivitas sebesar 101,68%, dengan kreteria sangat efektif. 

Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 72,82%, dengan kreteria kurang 

efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 132,73%, dengan kreteria 

sangat efektif. Dan ditahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 58,11%, dengan 

kreteria kurang efektif.    

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan pada 

tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi.Tahun 2016, 2017, dan 

2019 efektivitas pajak hiburan termasuk kedalam kreteria sangat efektif, 

dalam hal ini dapat di katakan sangat efektif yaitu  berhasilnya suatu 

organisasi pajak hiburan  dalam mencapai tujuannya dan interprestasi 

kreteria melebihi dari 100%.Tahun 2018 termasuk kedalam kreteria kurang 

efektif, hal ini dapat dikatakan kurang efektif yaitu karena belum 

tercapaianya hasil dari target suatu organisasi pajak hiburan dalam 

mencapai tujuannya dan interprestasi kreteria hanya mencapai 60-80%. 

Tahun 2020 termasuk dalam kreteria tidak efektif, ini dikatakan tidak 

efekrif yaitu karena suatu tujuan dalam pencapaian pajak hiburan tidak 
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mencukupi  hasil dari target yang diharapkan dan interprestasi kreteria 

hanya mendapatkan 60% .   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan   

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Analisis efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang. Efektivitas 

penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan tahun 2016 sampai 

tahun 2020 mengalamai peningkatan efektivitas dengan kreteria kurang efektif, 

efektif dan sangat efektif. Untuk peningkatan efektivitas pajak tersebut cukup 

baik. Rata-rata dengan kreteria sangat efektif sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Pajak hotel merupakan efektivitas penerimaan pajak yang 

tertinggi dari pajak restoran dan pajak hiburan. 

5.2 Saran   

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut  

1. Saran bagi penulis yaitu saya sendiri agar lebih memperdalam ilmu 

pengetahuan mengenai perpajaka, yaitu tentang pajak daerah khususnya 

Kabupaten Deli Serdang.    

2. Saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang agar lebih 

meningkatkan pengawasan wajib pajak agar mau mendaftarkan diri   

3. sebagai wajib pajak dan tidak menunggak pembayaran pajak. Tingkatkan 

kemampuan petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak.   



 

 

 

 

4. Saran bagi semua pembaca untuk hasil penelitian ini agar dapat memberikan 

pengetahuan mengenai pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan sehingga 

dapat dijadikan referensi perluasan penelitian  selanjutnya.  
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